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Abstrak

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan hukum tentangperdagangan manusia yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang tentang perdaganagan
manusia dan KUHP. Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) semakin meningkat dari hari ke hari dengan modus yang semakin berkembang. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat digunakan untuk menjerat para pelaku. Undang-undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan paradigma bahwa hasil dari kejahatan merupakan “blood of the crime”, dapat digunakan sebagai senjata bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui pendekatan analisis keuangan (financial analysis) yang meliputi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan analisis transaksi mencurigakan, kemudian Penerapan Perluasan Pihak Pelapor.

Kata Kunci : Tinda Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Pencucian Uang
1. PENDAHULUAN
Sebelas tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbagai kemajuan telah dicapai dan berbagai tantangan dihadapi. Indonesia bukan hanya negara pengirim atau negara penerima, tetapi juga negara transit perdagangan orang. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan Laporan Bareskrim, POLRI tahun 2018, korban perempuan 70 persen dari 297 orang korban, dengan rincian korban perempuan dewasa 190 orang dan anak perempuan 18 orang, sedangkan sisanya korban laki-laki dewasa dan anak laki-laki. Kementerian Luar

Negeri melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah 1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses 74 kasus (46%). Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pencegahan TPPO mengalami berbagai capaian pada tahun 2018, Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan telegram ke setiap Polda di seluruh Indonesia untuk memberikan arahan dalam melakukan pencegahan TPPO di wilayah hukum masing-masing. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayakan menyelenggarakan Pelatihan Calon Pelatih Fasilitator PTPPO. Pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi korban/saksi TPPO, khusus bagi PMI bermasalah dilakukan sejak berada di Entry point. Layanan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. Sedangkan untuk rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, Kementerian Sosial melibatkan lembaga swadaya masyarakat
dalam penanganan terhadap korban TPPO. Proses penuntutan TPPO oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung pada tahun 2018 mengalami kemajuan dan berhasil melakukan penuntutan terhadap 72% dari 152 perkara dengan rincian 87 perkara masih dalam proses sidang, 21 perkara berkekuatan
hukum tetap, dan 1 perkara melakukan upaya hukum.

Capaian lain dalam proses penuntutan, Mahkamah Agung berhasil menangani 21 perkara kasasi TPPO, dengan rincian “yang sudah putus 18 perkara (86%)” dan “belum putus 3 perkara (14%)”. Jumlah kasus yang diputus dengan status “yang ditolak 10 kasus (55%)”, “yang dikabulkan 3 perkara (17%)”, dan “tolak perbaikan 5 perkara (28%)”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mencatatkan berbagai capaian dalam penanganan saksi dan korban TPPO dengan memberikan layanan perlindungan kepada 132 orang saksi dan/atau korban TPPO yang terdiri dari 106 orang wanita (80%), 12 orang laki-laki (9%), dan 14 orang anak (11%). Sedangkan PPATK berhasil mengungkap jaringan keuangan para pelaku TPPO.

Tantangan dan permasalah dalam pemberantasan TPPO, antara lain: pemerintah daerah kurang berkomitmen untuk mereplikasi model partisipasi masyarakat (praktik baik) dalam upaya pencegahan TPPO;
 pembagian tugas terkait pembiayaan antara Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, maupun antar lembaga di pusat dan daerah kurang jelas; dan, penanganan korban TPPO yang dipulangkan ke daerah asal secara paripurna masih belum optimal, korban cenderung kembali diperdagangkan. Terkait dengan hal tersebut di atas maka guna mengelabuhi petugas dalam melakukan transaksi hasil perdagangan orang mereka melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya adalah dari hasil perdagangan orang.

2. METODE 
Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum
normatif. Penulis melakukan kajian terhadap literatur atau studi kepustakaan
(library research), dengan pendekatan yuridis dan pendekatan deduktif.
Adapun pendekatan yuridis yang dimaksud adalah suatu pendekatan yang
mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau
normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah
dengan merujukannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Sedangkan pendekatan deduktif yang dimaksud adalah pemberian gambaran penelitian secara umum dan dilanjutkan dengan gambaran khusus. Obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan penerapan
tindak pidana pencucian uang untuk mencegah tindak tindak pidana korupsi. Obyek penelitian tersebut akan dikaji dengan teori efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data memiliki banyak cara, akan tetapi yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini adalah studi keperpustakaan dengan menggunakan data sekunder. Dapat dikatakan bahwa, studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. 

Dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari buku dab
referensi akan diolah dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, selanjutnya diadakan proses pengolahan data dengan menyusun
data tersebut kemudian disistimatisir dan diklasifikasikan sehingga memudahkan dalam melaksanakan analisis data. Data-data yang diperoleh Penulis dari hasil studi kepustakaan akan diuraikan dalam pemaparan yang sistemik dan logis dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ada beserta teori-teori yang secara tegas digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data dengan
menggunakan pendekatan yang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah money laundering diterjemahkan dengan “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, penipuan, penggelapan, terorisme dan lain sebagainya.
 Menurut Jeffrey Robinson dalam Sutan Remy Sjahdeini,13 “Money laundering is called what it is because that perpectly describes what takes place-illegal, or duty, money is put through a cycle of a transactions or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In the words, the sources of illegally obtained funds is obscured through a sucession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate in come.”

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendefinisikan pencucian uang sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime,14 maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal.
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tidak memberikan defenisi pencucian uang secara langsung. Hal ini berbeda dengan undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa : Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, sehingga akhirnya nanti akan muncul seolah-olah harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal. money) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (clean money) atau uang halal (legitimate money).

Proses pencucian uang ini dapat juga disebutkan sebagai upaya penyesatan. Dengan cara ini maka kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindakan ini akan selalu berkembang dari waktu ke waktu terlebih lagi dengan dukungan kemajuan tekhnologi dan sistem keuangan yang rumit.

Pencucian uang terkait erat dengan fondasi perdagangan manusia. Pertama, Ketidakstabilan ekonomi dan politik, diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong penyebab kerentanan dan gerakan perdagangan orang. Pencucian uang digunakan sebagai tindakan untuk keuntungan pribadi pelaku perdagangan orang dalam upaya mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dalam lembaga keuangan domestik maupun lintas batas.
 

Pola tujuan dari pelaku perdagangan orang (human trafficking) sama dengan pola tujuan dari pelaku kejahatan pencucian uang yaitu berupaya untuk menyembunyikan sumber tidak sah dari harta kekayaannya dan pada akhirnya nanti dapat dinikmati sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah/legal.

Kedua, adalah pemanfaatan layanan keuangan domestik dan lintas batas sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan/predikat crime dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Demikian halnya dengan perdagangan orang (human trafficking) yang dilakukan maka komponennya yaitu trafficker selaku pelaku tindak pidana, human trafficking sebagai perbuatan pidana dan uang sebagai hasil dari tindak pidana. Selama ini banyak kejahatan perdagangan orang yang tidak dapat dibuktikan tindak pidananya atau banyak kasus yang tidak bisa ditindak dengan pidana karena sulitnya pembuktian. Banyak kasus yang masuk ke kepolisian tetapi tidak dapat dilanjutkan dengan penuntutan karena kurangnya alat bukti, korban yang tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum karena takut atau malu.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai metode pendekatan follow the money yaitu yang mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang dicurigai merupakan tindak pidana, maka dapat dilakukan penelusuran terhadap segala kemungkinan teknik-teknik yang dipakai sebagai mekanisme pencucian uang dan membandingkan dana yang ada dengan kredibilitas orang pribadi, maupun korporasi.

Kenyataan bahwa perdagangan orang dapat dilakukan oleh PJTKI/PPTKIS, maka pemerintah harus bisa mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan/penyelenggaraan wewenang PJTKI/PPTKIS tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan itu dapat dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan, misalnya dicurigai PJTKI melakukan pencucian uang, maka dapat dilakukan penelusuran keuangan PJTKI yang bersangkutan dan dibandingkan dengan kredibilitas perusahaan tersebut selama ini, dengan memperhatikan kemungkinan tipologi pencucian uang yang dapat dilakukan. Jika dari kondisi keuangannya ada indikasi pencucian uang, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal untuk menilai predicate crime yang dilakukan oleh PJTKI tersebut. Karen E. Bravo dalam tulisannya menyatakan bahwa :

“the purpose of anti-money laundering efforts is the identification and confiscation of the proceeds of the underlying predicate crimes. By locating the funds and confiscating them, law enforcement and state authorities can strengthen criminal prosecutions of accused suspects, identify sources of compensation for crime victims, and locate and secure, through confiscation, additional funds for law enforcement activities through forfeiture proceedings”

Dari tulisan itu dapat dilihat bahwa yang pertama dilakukan adalah identifikasi dan penyitaan terhadap hasil dari suatu tindak pidana, selanjutnya dari hasil penelusuran dan identifikasi hasil tindak pidana tersebut akan didapatkan predicate crimenya. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (financial analysis) yaitu penerapan prinsip mengenali
pengguna jasa
dan analisis transaksi  mencurigakan.
3.2 Trafficking Sebagai Predicate Crime Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang terkait erat dengan fondasi perdagangan manusia. Pertama, Ketidakstabilan ekonomi dan politik, diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong penyebab kerentanan dan gerakan perdagangan orang. Pencucian uang digunakan sebagai tindakan untuk keuntungan pribadi pelaku perdagangan orang dalam upaya mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dalam lembaga keuangan domestik maupun lintas batas.33 Pola tujuan dari pelaku perdagangan orang (human trafficking) sama dengan pola tujuan dari pelaku kejahatan pencucian uang yaitu berupaya untuk menyembunyikan sumber tidak sah dari harta kekayaannya dan pada akhirnya nanti dapat dinikmati sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah/legal.

Kedua, adalah pemanfaatan layanan keuangan domestik dan lintas batas sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan/predikat crime dari tindak pidana pencucian uang.

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Demikian halnya dengan perdagangan orang (human trafficking) yang dilakukan maka komponennya yaitu trafficker selaku pelaku tindak pidana, human trafficking sebagai perbuatan pidana dan uang sebagai hasil dari tindak pidana.

Selama ini banyak kejahatan perdagangan orang yang tidak dapat dibuktikan tindak pidananya atau banyak kasus yang tidak bisa ditindak dengan pidana karena sulitnya pembuktian. Banyak kasus yang masuk ke kepolisian tetapi tidak dapat dilanjutkan dengan penuntutan karena kurangnya alat bukti, korban yang tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum karena takut atau malu.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai metode pendekatan follow the money yaitu yang mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang dicurigai merupakan tindak pidana, maka dapat dilakukan penelusuran terhadap segala kemungkinan teknik-teknik yang dipakai sebagai mekanisme pencucian uang dan membandingkan dana yang ada dengan kredibilitas orang pribadi, maupun korporasi.

Kenyataan bahwa perdagangan orang dapat dilakukan oleh PJTKI/PPTKIS, maka pemerintah harus bisa mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan/penyelenggaraan wewenang PJTKI/PPTKIS tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan itu dapat dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan, misalnya dicurigai PJTKI melakukan pencucian uang, maka dapat dilakukan penelusuran keuangan PJTKI yang bersangkutan dan dibandingkan dengan kredibilitas perusahaan tersebut selama ini, dengan memperhatikan kemungkinan tipologi pencucian uang yang dapat dilakukan. Jika dari kondisi keuangannya ada indikasi pencucian uang, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal untuk menilai predicate crime yang dilakukan oleh PJTKI tersebut.

Karen E. Bravo dalam tulisannya menyatakan bahwa : “the purpose of anti-money laundering efforts is the identification and confiscation of the proceeds of the underlying predicate crimes. By locating the funds and confiscating them, law enforcement and state authorities can strengthen criminal prosecutions of accused suspects, identify sources of compensation for crime victims, and locate and secure, through confiscation, additional funds for law enforcement activities through forfeiture proceedings”

Dari tulisan itu dapat dilihat bahwa yang pertama dilakukan adalah identifikasi dan penyitaan terhadap hasil dari suatu tindak pidana, selanjutnya dari hasil penelusuran dan identifikasi hasil tindak pidana tersebut akan didapatkan predicate crimenya. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (financial analysis) yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan analisis transaksi mencurigakan.

Tujuan upaya anti pencucian uang adalah identifikasi dan penyitaan hasil kejahatan (predikat crime) yang mendasarinya. Dengan mendapatkan dan menyita dana, penegak hukum dan otoritas negara dapat melakukan penuntutan tindak pidana asal yang telah dilakukan oleh para pelaku, mengidentifikasi sumber kompensasi bagi korban kejahatan. Menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui :

Financial analysis (analisis keuangan) berusaha melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok: Apa transaksi yang dilakukan dan apa voucher atau warkat transaksi yang digunakan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siapa transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Di mana dan kapan transaksi dilakukan? Bagaimana terjadinya transaksi?

Pendekatan follow the money dapat dilakukan pelacakan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut.38 Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Demikian juga dengan menganalisa aliran dana dan transaksi maka akan dapat diungkapkan bentuk tindak pidana dan pelakunya Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum dalam bidang pencucian uang, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kebijakan yang diambil tidak cukup jika hanya bersifat pragmentaris, parsial dan represif, tetapi harus menggunakan pendekatan terpadu/strategis yang integral.

Mengingat pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem keuangan dalam pola perbuatannya, maka kerjasama yang baik dan efektif diantara berbagai pihak yaitu aparat penegak hukum dan Penyedia Jasa Keuangan, dapat menjadi sebagai alat untuk mengejar hasil kejahatannya.

Analisis keuangan (financial analysis) dapat dilakukan dengan adanya Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan adanya sistem pelaporan atas indikasi transaksi mencurigakan. Kedua sistem ini dapat digunakan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan, sehingga pada akhirnya nanti dapat ditemukan pelaku tindak pidana dan menemukan predicate crimenya.

Tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang. Konsep ini yang mendasari prinsip mengenali pengguna jasa dalam sistem keuangan.
4. PENUTUP
Prinsip–prinsip dalam sistem keuangan yaitu prinsip mengenali pengguna jasa dan identifikasi transaksi mencurigakan dapat digunakan untuk mengetahui adanya suatu kejahatan yang dilakukan. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan pencucian uang dilakukan penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (follow the money). Hal ini dimungkinkan karena tindak pidana perdagangan orang mengghasilkan dana yang besar dan para trafficker akan menggunakan/memanfaatkan analisis keuangan (financial analysis) dalam transaksi perputaran dana hasil kejahatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya perluasan pihak pelapor, yaitu dengan memasukkan pedagang kendaraan bermotor, permata dan perhiasan/logam mulia, demikian juga dengan adanya ketentuan pelapor pribadi orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar pabean Indonesia. Semakin kompleks sarana yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan pencucian uang ini tentunya mempersempit celah yang dapat digunakan para pelaku perdagangan orang untuk melakukan kejahatannya. Tujuan utama pendekatan pencucian uang adalah dana yang dihasilkan dari tindak pidana perdagangan orang, dan selanjutnya dengan kerjasama dengan penyidik kepolisian dapat diteruskan untuk menyidik tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).
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